
BUPATI LEMBATA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LEMBATA 

NOMOR 2& TAHUN 2019 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

PADA SATUAN PENDIDIKAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LEMBATA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan T indak 

Pidana Korupsi sebagaimana telah d iubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan T indak Pidana Korupsi , 

guna optimal isasi Sumber Daya Manus ia terkai t 

pencegahan T indak Pidana Korups i d i Kabupaten 

Lembata bagi peserta d id ik , serta u n t u k mewujudkan 

peserta d id ik yang memi l ik i karakter an t i korups i ; 

b. bahwa u n t u k men indak lan jut i Surat Edaran Menter i 

Dalam Negeri Nomor 420/ 4048 /SJ Tahun 2019 

tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya 

An t i Korups i Pada Satuan Pendidikan, per lu d ia tur 

lebih lan jut pelaksanaannya d i daerah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu 

menetapkan Peraturan Bupat i tentang Pelaksanaan 

Pendidikan An t i Korupsi Pada Satuan Pendidikan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dar i 

Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 52 T a h u n 1999 tentang 

pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 
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Republ ik T a h u n 1999 Nomor 180,Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 3901), 

sebagimana telah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan 

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3967); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan T indak Pidana Korups i (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 

3874) sebagaimana telah d iubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 T a h u n 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 31 T a h u n 1999 tentang 

Pemberantasan T indak Pidana Korupsi ; 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia t a h u n 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4301); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Admin is t ras i Pemerintahan (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5601); 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran xNegara Republik I 
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/ 
Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah d iubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5157); 

8. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2017 tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

9. Peraturan Menter i Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

79 Tahun 2014 tentang Mua tan Lokal K u r i k u l u m 2013; 

10. Peraturan Menter i Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

23 T a h u n 2015 tentang Penumbuhan Bud i Pekerti; 

11 . Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 

20 T a h u n 2018 tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 12 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2013 

Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata. 

3. Bupa t i adalah Bupat i Lembata. 

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana u n t u k mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta d id ik secara akt i f 

mengembangkan potensi d i r inya u n t u k memi l ik i kekuatan sp i r i tua l 

keagamaan, pengendalian d i r i , kepr ibadian, kecerdasan, akh lak mul ia , , 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
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serta keterampi lan yang d iper lukan d i r inya , masyarakat, bangsa dan 

negara. 

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan 

dan Olahraga. 

7. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya dis ingkat PPK adalah 

gerakan pendid ikan d i bawah tanggung jawab satuan pendid ikan u n t u k 

memperkuat karakter peserta d id ik mela lui harmonisasi olah hat i , olah 

rasa, olah p ik i r , dan olah raga dengan pel ibatan dan kerja sama antara 

satuan pendid ikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian d a n 

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

8. Peserta D id ik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi d i r i mela lu i proses pembelajaran yang tersedia pada j a lu r , jenjang, 

dan jen is pendid ikan ter tentu. 

9. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendid ikan yang 

menyelenggarakan pendid ikan pada j a l u r formal, nonformal , dan in formal 

pada setiap jenjang dan jenis pendid ikan. 

10. Mua tan Lokal adalah bahan kaj ian a tau mata pelajaran pada satuan 

pendid ikan yang berisi muatandan proses pembelajaran tentang potensi 

dan keun ikan lokal . 

11 . Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, t ingkat satuan 

pendid ikan, tenaga pendidik, dan kependidikan dan/atau masyarakat 

yang mengabdikan d i r i dan diangkat u n t u k menunjang penyelenggaraan 

pendid ikan. 

12. K u r i k u l u m adalah seperangkat rencana dan pengatutan mengenai tu juan , 

is i , dan bahan pelajaran serta cara yang d igunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pembelajaran u n t u k mencapai tu juan pendid ikan 

ter tentu. 

13. Pendidikan Formal adalah j a l u r pendid ikan yang t e r s t ruk tur dan 

berjenjang yang terd ir i atas pendid ikan dasar dan pendid ikan menengah. 

14. Pendidikan Nonformal adalah j a l u r pendid ikan d i luar Pendidikan Formal 

yang dapat d i laksanakan secara t e r s t ruk tu r dan berjenjang. 

15. Pendidikan In formal adaiah j a l u r pendid ikan keluarga dan l ingkungan. 

16. I n t r akur i ku l e r adalah kegiatan pembelajaran u n t u k pemenuhan beban 

belajar da lam k u r i k u l u m sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

17. Kokur iku le r adalah kegiatan yang d i laksanakan u n t u k penguatan, 

pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan In t rakur iku l e r . i^^C J 
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18. Eks t rakur iku l e r adalah kegiatan pengembangan karakter da lam rangka 

per luasan potensi, bakat, minat , kemampuan, kepr ibadian, kerja sama, 

dan kemandi r ian peserta d id ik secara opt imal . 

19. Insersi adalah penyisipan/integrasi in t i sar i n i la i -n i la i da lam proses 

pembelajaran. 

20. Pendidikan A n t i Korups i adalah satu kesatuan dar i pendid ikan karakter 

yang merupakan proses u n t u k menguatkan sikap an t i korups i da lam d i r i 

peserta d id ik. 

BAB I I 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Peraturan Bupat i n i d imaksudkan sebagai pedoman dalam rangka 

Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi pada Satuan Pendidikan d i Daerah. 

Pasal 3 

Peraturan Bupa t i i n i ber tu juan u n t u k mewujudkan Sumber Daya Manus ia 

yang memi l i k i karakter dan budaya an t i ko rups i bagi peserta d id ik d i setiap 

jen jang pendid ikan d i Daerah. 

BAB I I I 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang l ingkup Peraturan Bupat i i n i me l iput i : 

a. pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi ; 

b. kerjasama; 

c. penghargaan; 

d. pembiayaan; dan 

e. pembinaan, pengawasan dan pelaporan. 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 

Pasal 5 

Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 4 

h u r u f a di integrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan yang 

d i l akukan kepada Peserta Did ik mela lu i proses pembelajaran yang tersedia 

pada j a lu r , jenjang, dan jenis pendid ikan ter tentu, baik Pendidikan Formal, 

Pendidikan Nonformal, m a u p u n Pendidikan Informal . V 
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Pasal 6 

Komponen Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi pada Satuan Pendidikan 

mel iput i : 

a. mater i Pendidikan An t i Korupsi d isampaikan pada jenjang pendid ikan yang 

tersedia. 

b. me lakukan insersi dan/atau integrasi mater i Pendidikan A n t i Korups i pada 

setiap jenjang pendid ikan. 

c. pendid ik pada jenjang pendid ikan melaksanakan proses pembelajaran 

dengan mengintegrasikan mater i Pendidikan An t i Korupsi pada satuan 

pendid ikan; dan 
d. melaksanakan publ ikas i terhadap Pelaksanaan Pendidikan A n t i Korupsi . 

Pasal 7 

Integrasi Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 5, d i l akukan sebagai ber ikut : 

No. Nilai dan Peri laku An t i Korupsi 

Mengenal per i laku korups i yang 

harus d ih indar i 

C i r i -c i r i 

Ber laku j u j u r , d is ip l in , 

bertanggungjawab, dan adi l 

da lam keh idupan sehari-hari . 

a. mengenal c i r i - c i r i per i l aku korups i 

yang harus d ih indar i ; 

b. terbiasa me lakukan tugas secara 

tepat w a k t u ; 

c. m e n u n j u k k a n contoh kasus 

per i laku korups i yang d ike tahu i d i 

r u m a h , d i satuan pendidikan, dan 

d i masyarakat; dan 

d. m e n u n j u k k a n contoh kasus 

per i laku korups i yang t idak 

mengandung u n s u r korups i yang 

pernah d i l akukan siswa. 

a. berani mengemukakan sesuatu 

sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya; 

b. terbiasa me lakukan sesuatu 

secara tepat w a k t u ; 

c. terbiasa me lakukan tugas tepat 

wak tu ; dan 

d. terbiasa ber laku t idak memihak 

kepada siapa p u n dalam 

me lakukan suatu t indakan. / 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


3. Hanya mener ima sesuatu 

pemberian sesuai dengan yang 

menjadi haknya. 

a. menolak sesuatu pemberian yang 

t idak sesuai dengan haknya; dan 

b. t idak m a u mengambi l sesuatu 

yang b u k a n haknya. 

4. Menghormat i dan memenuhi 

hak orang la in 

a. member ikan sesuatu kepada 

orang la in sesuai dengan haknya; 

dan 

b. t idak pernah member ikan kepada 

orang la in sesuatu yang b u k a n 

menjadi haknya. 

5. M a m p u menganalisis sebab dan 

akibat dar i per i laku korups i 

da lam keh idupan 

bermasyarakat dan bernegara 

a. m a m p u mengidenti f ikasi sebab-

sebab yang mendorong t imbu lnya 

per i laku ko rups i da lam keh idupan 

bermasyarakat dan bernegara; 

b. m a m p u mengidenti f ikasi akibat 

yang d i t i m b u l k a n dar i per i laku 

korups i dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara; 

dan 

c. m a m p u mengemukakan alasan 

per lunya menghindar i per i laku 

korups i da lam keh idupan 

bermasyarakat dan bernegara. 
j 

6. Memi l ik i kebanggaan 

berper i laku an t i korups i . 

a. bangga terhadap per i laku ant i 

korups i ; dan 

b. ant i terhadap per i laku korups i . 

7. Membudayakan per i laku an t i 

ko rups i d i l ingkungan keluarga 

dan masyarakat. 

a. menyebarluaskan gagasan dan 

keinginan u n t u k menghindar i 

per i laku korups i ; 

b. m e n u n j u k k a n komi tmen u n t u k 

menolak per i laku korups i ; dan 

c. menjadi teladan per i laku ant i 

korups i . 

7 

Clic
k t

o B
UY N

OW!PD
F-XChange Editor

tracker-software.com Clic
k t

o B
UY N

OW!PD

F-XChange Editor

tracker-software.com

http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor
http://tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor


BAB V 

KERJASAMA 

Pasal 8 

(1) Da lam rangka Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi dapat d i l akukan 

kerjasama oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan 

pemer intah daerah la innya serta p ihak ketiga. 

(2) Pemerintah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iantaranya 

Kementerian/Lembaga dan instans i vert ikal d i Daerah. 

(3) Pemerintah daerah la innya sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d iantaranya Pemerintah Daerah Lain dan Pemerintah Provinsi. 

(4) Pihak Ketiga sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l iput i Polri, Kejaksaan 

dan Komisi Pemberansatasn Korupsi , perseorangan, organisasi 

kemasyarakat lainya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VI 

PENGHARGAAN 

Pasal 9 

(1) Da lam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan 

An t i Korups i pada Satuan Pendidikan, Bupa t i dapat member ikan 

penghargaan. 

(2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

d i te tapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. 

BAB VII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 10 

Pembiayaan Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi pada Satuan Pendidikan 

d ibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber 

l a in yang sah serta t idak mengikat. 

BAB VI I I 

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN 

Pasal 11 

(1) Pembinaan Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi Pada Satuan Pendidikan 

d i l akukan oleh Bupat i . 

(2) Pembinaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l akukan dengan cara : 

a. menyelenggarakan pelat ihan Pendidikan Ant i Korupsi ; / 
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b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan An t i Korups i dengan 

orang tua/wa l i Peserta D id ik mela lu i Komite Sekolah dan Dewan 

Pendidikan. 

(3) Dalam rangka pengawasan dan evaluasi Pelaksanaan Pendidikan An t i 

Korupsi , Bupa t i dapat menugaskan Dinas bersama instansi terkai t sesuai 

kebutuhan . 

(4) Pelaporan atas Pelaksanaan Pendidikan An t i Korupsi pada Satuan 

Pendidikan d isampaikan kepada Bupat i pal ing sedikit 1 (satu) t ahun sekali 

a tau sewaktu-waktu apabila d iper lukan oleh Bupat i . 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan pengundangan Peraturan 

Bupa t i i n i dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata. 

Di te tapkan d i Lewoleba 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2019 NOMOR. .56 
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